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ABSTRAK 

Salah satu dalam mewujudkan kesejahteraan desa, Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dalam hal ini 

membentuk pendampin desa untuk mendampingi desa baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan memberdayakan 

masyarakat desa. Keberadaan pendamping desa sangat lah penting dalam 

mendampingi desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Penyusun bertujuan 

untuk mengetahui peran, mikanisme dan kendala-kendala pelaksanaan 

Pendampingan desa. Penyusun melakukan penelitian di kecamatan Guluk-Guluk 

Sumenep.di karenakan keberadaan pemerintah setempat hanya kurang 

memperhatikan pembangunan yang ada di desa tersebut sehingga tidam 

memfokuskan pada infrastruktur pembangunan misalnya penerangan dan 

penerangan jalan. Tentu sangat menarik untuk di teliti khususnya dalam 

pendampingan desa, bagaiamana kerjasama antara pemerintah desa dan 

pendamping desa. 

Untuk menjawab permasalahan  tersebut diatas, peneliti menggunakan 

penelitian Yuridis-Empiris yakni berupa penelitian lapangan (field reseach) 

dengan pendekatan yuridis-impiris. Data yang diambil langsung melalui 

wawancara dan melalui telaah pustaka serta kajian atas peraturan-peraturan 

terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistik yakni mengurai fakta-fakta, 

situsai  atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika 

hukum.. 

Hasil penelitian pelaksanaan pendampingan desa di Kecamatan Guluk-

Guluk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, adanya 

pendampingan desa dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau 

sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahan dalam bekerja dan dapat ketahui juga apakah bekerja secara efektif 

atau tidak. Namun, berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan 

pelaksanaan pendampingan desa maupun pendamping lokal desa belum maksimal 

dalam melaksanakan pendampingan desa, yaitu Kurangnya tenaga ahli 

pendamping desa dalam memfasilitasi perumusan kebijakan terkait dengan 

pemberdayaan masyarakat desa, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam 

mengorganisasi pelaksanaan program dan kegitan di desa,  masih kurang tenaga 

ahli pendampingan desa yang kurang profesional dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di desa . 

sehingga  jelas pelaksanaan pendampingan desa yang ada di kecamatan Guluk-

Guluk kurang  maksimal dalam menjalankan pelaksanaan Pendampingan Desa. 
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Motto 

" Hukum Hanya Di Pandang Sebagai Batas Menimal Saja, Di 

Atas Hukum Ada Hak Dan Kewajiban, Namun Di Atas Hak 

Dan Kewajiban Ada Norma Dan Etika Yang Harus Lebih Di 

Taati ‘’. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam perjalanan  ketatanegraan Republik Indonesia, desa telah 

berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu di lindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
1
 

Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan 

hidup untuk negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara 

yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada 

jika  peraturan hukum itu mencerminkan bagi pergaulan hidup antar warga 

negaranya.
2
 

 Sejak di tetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana pemerintahan daerah adalah penyelenggraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistenm dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.
3
 

Maka daerah di beri keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip 

                                                           
1
Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat,(Malang:Setara Press, 2014), Hlm.13 
2
 Moh.Kusnardi Dkk, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), 

Hlm.153 
3
 Pasal 1 Angka 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 



 

2 
 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Maka UU ini sebagai 

landasan hukum bagi setiap daerah yang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah. 

Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia 

salah satunya meningkatkan  pelayanan kesejahteraan masyarakat.
4
 Begitu 

pula dengan implementasi dari otonomi daerah adalah sebagai upaya 

mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meingkatkan daya saing 

daerah.
5
 Tentu di sini penerapan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya 

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik 

merupakan tugas pokok dari pemerintahan guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan secAra efektif 

dan efisien. Maka dalam pemerintahan desa juga di perlukan adanya 

pendamping desa mengingat pemerintahan desa paling dekat dengan 

masyarakat masing-masing tentu keberadaan pendamping desa sesuai 

dengan tujuan pendamping desa yaitu meningkatkan kapasitas, efektivitas 

dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. 

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri 

Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan 

keistimewaan bagi masyarakat dan bertambah dengan adanya kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada 

                                                           
4
 Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya, (Yogyakarta: Total 

Media 2013), Hlm.27 
5
 Huruf A UU No 32 Tahun 2004 
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tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kejanggalan dalam 

menjalankan pemerintah di  desa seperti halnya pendampingan desa yang 

di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa. 

Tentu keberadaan pendamping desa ini harus bergerak cepat dalam 

membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan social, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik dan sarana 

prasarana desa dengan tujuan membuka seluas luasnya terhadap 

pembanguan desa. 

keberadaan pendamping desa dibentuk guna menyelenggrakan 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. seperti 

halnya dalam Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendaping 

desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendapingi desa dalam 

penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
6
 

dalam hal ini tugas pendamping desa adalah
7
  

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

2. Mendampingi desa dalam melaksnakan pengelolaan pelayanan 

social dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan 

sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana 

prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

                                                           
6
Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. 
7
 Pasal 11Peraturan menteri desa Nomor 3 Tahun 2015 
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3. Melakunan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga 

kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemeberdayaan 

masyarakat desa. 

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok 

masyarakat desa. 

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan 

masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader 

pembangunan desa yang baru. 

6. Mendapingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 

partisipatif. 

7. Melakukan koordinasi pendampingan desa di tingkat kecamatan 

dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh  camat 

kepada pemerintah dareah kabupaten/kota. 

Pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa 

pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan 

kualiatas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasa, pembangunan sarana prasana desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
8
 Tentunya selaku pendamping 

desa perlu melakukan proses pengawasan dan perlu dirumuskan dengan 

pendekatan yang tepat dan dilakukan secara kreatif, inovatif dan menjadi 

                                                           
8
 Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 
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bagian dari proses pemberdayaan dan tanggung jawab sosial diantara 

warga masyarakat dalam pembangunan desa. 

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi 

sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pendamping 

desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa 

yaitu menggali dan dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta 

peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan 

desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Sehingga di tingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap 

program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya 

bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri. 

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu di gali dan di 

tampung oleh pendamping desa tidak akan mampu di salurkan jika tidak 

terdapat kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa yang 

harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian 

akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di 

Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Kumenep  dengan wilayah dataran 

rendah, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas  adalah petani, belum 

ada kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang 

infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. 
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Peneliti sangat tertarik melihat atas perkembangan perkembangan 

pedesaan, seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan melalui pemberdayan masyarakat desa. 

Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku 

masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup 

yang berkualitas.  

Fenomina yang sangat menarik untuk dikaji dengan permasalahan 

ini adalah pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk 

desa payudan dungdang dan payudan karangsokon, secara geografis 

terletak di paling barat sebelum desa batu ampar dan desa bakeong  yang 

memiliki potensi yang sangat strategis dengan mata pencaharian yang 

sebagian penduduknya mata pencahariannya petani karena besar luas 

tanah yang berjumlah sangat besar. 

Selain itu, ketidakmampuan sarana prasarana dan infrastruktur 

ekonomi dalam menampung pada lulusan lembaga pendidikan yang ada di 

desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Maka peran pemerintah 

desa dan pendampig desa Untuk menimalisir dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan program pemberdayaan, salah 

satunya melalaui program peningkatan ekonomi produktif yang 

melibatakan masyarakat desa, sebagai pembinaan dan pengkoordinasi 

jalannya roda pemerintahan, maka pemrintah desa dan pendamping desa 
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melaksakan pemberdayaan masyarakat dalam pembanguanan, peningkatan 

ekonomi produktif dengan masyarakat desa.  

Guluk-Guluk merupakan sebuah kecamatan yang wilayahnya hampir 

luas dari kecamatan lainnya, selain nama kecamatan, Guluk-guluk juga 

dipakai nama desa yang menjadi pusat kegiatan kecamatan. Selain hal 

tersebut, di Kecamatan Guluk-Guluk juga mempunyai  beberapa desa 

yaitu  bakeong, payudan dungdan, payudan karangsokon, payudan 

daleman, payudan nangger pordapor, guluk-guluk, penanggungan, 

bragung, tambuko, batu ampar desa batu ampar yang terletak antara 

perbatasan pamekasan, di desa ini kurang nya infrastruktur pembangunan 

yang kurang di perhatikan pemerintah. Seperti halnya infrastruktur jalan, 

perlu perhatian yang lebih dari pemerintah desa.
9
 Oleh karena itu 

diperlukan kerjasama antara pendamping desa dan pemerintah desa 

dengan perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan yang setiap 

pergantian musim selalu mengalami kerusakan.  

Selain itu juga desa Payudan Dungdang dan Desa Payudan 

Karangsokon dan desa lainnya juga terdapat desa batu ampar dan desa 

bakeong, dari segi pendidikan lebih maju dari desa lain. Di desa Bakeong 

Kesadaran pendidikan masyarakat di desa ini lumayan tinggi,  Hal ini di 

buktikan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan desa 

dalam bidang pendidikan, namun tidak hanya dalam pendidikan saja 

dalam infrastruktur pembangunan juga menjadi isu publik karena 

                                                           
           

9
 Laporan kinerja camat guluk-guluk di sekretariat Kecamatan Guluk-Guluk sumenep tahun 

2016 
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kurangnya perhatian dari pemerintah. Hal ini sangat menarik untuk di teliti 

khususnya dalam pendampingan desa, bagaiamana kerjasam antara 

pemerintah desa dan pendamping desa, di desa ini melihat pertumbuhan 

pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya. 

Sesuai dalam Pasal 11 Permen Desa No.3 Tahun 2015 tentang 

Pendamping Desa dijelaskan bahwa pendamping desa bertugas 

mendapingi dalam penyelenggraan pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa.
10

 Maka pendaping desa dengan kewenangannya mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan masukan kepada 

pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah 

kerjasama antara aparat desa, pendamping desa serta pemerintah desa akan 

terjalin. Berdasarkan uraian tersebut mengingat sangat perlu kerjasama 

antara pemerintah desa dan pendamping desa untuk pertumbuhan 

kesejteraan masyarakat dan pembangunan desa, terutama infastruktur 

pembangunan jalanan mauapun penerangan jalan di setiap pelosok yang 

pada akhirnya juga menentukan kesejahteraan masyakarat serta 

mewujudkan desa menjadi desa sejahtera. 

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada di atas akhirnya dalam 

penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap terhadap dua desa yang ada 

di Kecamatan Guluk-Guluk yaitu desa payudan dungdang dan desa 

payudan karangsokon, karena penulis terpacu dan merasa penting untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan 

                                                           
10

 Pasal 11 UU No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. 
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pendampingan desa yang ada di kecamatan Guluk-Guluk terutama dalam 

masalah pembangunan penerangan jalan dan pembangunan jalan dalam 

mewujudkan kesejahteraan desa, kemudian penulis akan menyusun 

penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ Telaah Yuridis 

Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan 

Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten 

Sumenep)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pelaksanaan pendampingan desa di Kec. Guluk-Guluk 

Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan  Peraturan Menteri Desa 

Nomor 3 Ttahun 2015? 

2. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan  pendamping 

desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Guluk-

Guluk Kab.Sumenep? 

C. Tujuan Dan Kegunaan 

a. Untuk mengetahui peran pendamping desa dalam tugas pelaksanaan 

pendamping desa  dalam mewudkan keesejahteraan desa di Kec. 

Guluk-Guluk Kab.Sumenep 

b. Untuk mengetahui kendala apa saja  dalam pelaksanaan pendamping 

desa di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara teoritis 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan 

pemahaman bagi para pembaca terkait pelaksanaan pendampingan 

desa.di Kecamatan Guluk-Guluk berdasarkan Undang-Undang 3 

tahun 2015 tentang pendampingan desa. 

2. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

hukum tata negara dalam pengembangan pendidikan ilmu hukum 

khususnya mengenai pelaksanan pendampingan desa 

b. Kegunaan secara praktis 

1. Berguna untuk memberikan masukan kepada pihak yang menjadi   

pendamping desa agar dapat meningkatkan pelaksanaan 

pendampingan desa untuk mewujudkan desa sejahtera. 

2. Berguna untuk bahan perbandingan dan refrensi dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya secara lebih luas dan 

mendalam, kaitannya dengan penelitian yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pendampingan desa. 

E. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan proses penyusunan proposal skripsi ini penulis 

telah melakukan  telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian pustaka adalah 

proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan 

mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, 

lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam 
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keperluan penelitian.
11

 Adapun karya-karya dari penelusuran penulis di 

antaranya: 

Skripsi Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul“ Kerjasama Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam pembanguan desa di 

kecamatan Rubaru Sumenep.”
12

 menitik beratkan kepada pembangunan 

infastuktur dan pelaksanan program dari pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten. Dalam skripsi ini lebih 

melihat kepada kerjasama pemerintah desa dan BPD  dalam 

pemabangunan infrastruktur pemerintah desa dengan BPD namun Tidak 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan desa. Sedangakan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih menerangkan 

mengenai pelaksanaan pendamping desa. 

Andi Apriansyah Dalam skripsinya “Upaya peningkatan kemampuan 

aparat desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintah di desa 

watusa kematan puriala, kabupaten konawe”.
13

 menjelaskan tentang 

keberadaan aparat desa yang di serahi tugas dibidang administrasi, 

menduduki yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang 

paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan 

yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang 

menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan 

                                                           
11

 Consuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Ui Press, 1993), Hlm.31 
12

 Ultaul Istiqamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, Skripsi, 

Fakultas Syariaha dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
13

Andi Apriansyah, Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi 

Pemerintahan Desa,  Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakindende Konawe, 2011 
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dalam pengambilan kebijkasanaan daerah maupun nasional untuk 

pembangunan masyarakat menyeluruh. 

Skripsi Dyah Ayu Pupitasari dengan judul “ kewenangan masyarakat 

desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.” 

menjelaskan tentang bagaiamana kewenangan desa dalam perekonomian 

masyarakaty desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

desa
14

. Namun dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap pelaksanaan 

pendamping desa kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam 

pendampingan masyarakat di bidang pembangunan desa serta 

pemberdayaan masyarakat desa sesuai dalam peraturan menteri desa 

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. 

Skripsi Ibnu Jalal“ Tingkat Keteladanan Kepala Desa Terkait 

Kinerjanya Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa (studi 

kasus di teluk wetan kecamatan welahan kabupaten jepara)” menejelaskan 

bagaimana peran kepala desa dalam penindak lanjuti pembangunan desa 

yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat yang ada di desa teluk 

wetan kecamatan welahan kabupaten jepara.
15

 Namun dalam penelitian ini 

terkait dalam pelaksanaan pendamping desa di kecamatan Guluk-Guluk 

                                                           
14

 Dyahayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan 

Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa”,Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015 
15

 Ibnu Jalal, “Tingkat Keteladalan Kepala Desa Terkait Kinerjanya Dalam Melaksanakan 

Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015 
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Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 

2015 tentang pelaksanaan Pendamping Desa. 

F. Kerangka Teoritik 

1. Teori kesejahteraan 

Negara modern adalah personifikasi dari hukum. Artinya Negara 

dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara 

dalam konteks ini lazim disebut sebagai Negara hukum. Dalam 

perkemabangan pemikiran mengenai Negara hukum, dikenal dua 

kelompok Negara hukum formil dan  hukum materil. Hukum materil ini di 

kenal dengan juga dengan istilah welfarestate atau Negara kesejahteraan.
16

 

Konsep negara hukum mengalami perubahan menjelang abad XX 

yang ditandai dengan lahirnya konsep negera hukum modern (Welfare 

state ), dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai 

berubah. Negara tidak boleh pasif tetapi juga aktif turut serta dalam 

kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakata terjamin. 

Adanya larangan bagi pemerintah untuk campur tangan dalam urusan 

warga negar, baik di bidang sosial ekonomi maupun bidang lainnya., 

bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab 

atas kesejahteraan rakyat. Menurit Miriam budhiharjo, perubahan konsepsi 

negara hukum itu terjadi anatara lain karena banyaknya kecaman terhadap 

akses-akses dalam industrialis dan sistem kapitalis, tersebarnya paham 

                                                           
16

 Soemardi, “Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative 

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik”, (Bandung:Bee Media Indonesia, 2010), hlm.225 
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sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta 

kemenangan beberapa partai sosialis Eropa.
17

 

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi 

pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan 

antitesis atau lawan dari konsep negra normal (klasik), yang didasari oleh 

pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk penyelenggraan 

negara khususnya eksekutif. 

Menunjuk pada spicker, negara kesejahteraan dapat didenifisikan 

sebagai sebuah sistem kesejhteraan sosial yang memberi peran lebih besar 

pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik 

demi menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warganya).
18

 

Hakikat Negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya 

sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya 

rasa aman, ketentraman, dan kesejahteran agar tidak jauh kedalam 

kesengsaraan.
19

 

Negara dinilai dan diuji berdasarkan tujuan-tujuan yang dapat 

direalisir oleh Negara. Konsep tujuan Negara itu tidak akan dapat 

diwujudkan tanpa keterkaitan dengan fungsi Negara, yaitu cara bagaimana 

tujuan Negara itu direalisasikan
20

. Seiring perkembangan kenegaraan dan 

pemerintahan, ajaran Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara 

                                                           
17

 Nikmatul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta:UII 

Press, 2007) Hlm.56 
18

 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:PT.Radja Brafindo, 2006), hlm.8 
19

 Soetiksno, Filsafat Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita,1976), Hlm.88 
20

Alwi Wahyudi, Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2014), hlm.61 
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di dunia khususunya setelah perang dunia kedua adalah Negara 

kesejahteraan. 

Menurut paparan di atas dinyatakan bahwa negara kesejahteraan 

mengantarkan pada aksi perlindungan negara  terhadap masyarakat 

terutema kelompok lemah, seperti orang meskin, cacat, pengangguran, dan 

sebaginya. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi 

konsep dari negara positif, Asshiddiqie menguraikan dalam konsep negara 

kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya 

kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. 

perkembangan inilah yang perlu dan bahkan harus melakukan intervensi 

dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin 

kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
21

 Dengan demikian, dalam 

hakekatnya negara kesejahteraan dapat di gambarkan keberadaannya 

sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya 

rasa aman, ketentraman dan kesejhteraan agar tidak jatuh kedalam 

kesengsaraan.
22

 

Salah satu tujuan  pokok negara kesejahteraan, antara lain adalah. 

1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosialndann 

ekonomi untuk kepentingan publik. 

2. Menjamisn distribusi kekanyaan secara adil dan merata. 

                                                           
21

 Jazim Hamidi Dkk, Teori Dan Politik Hukum Tata Negara, (Malang:Total Media, 

2008), hlm.307 
22

 Sentenoe Kertonegoro, Jaminan Sosial Dan Pelakasanaannya di Indonesia, ( Jakarta: 

Mutiara Sumber Widya, 1987) Cet II, hlm,  7 
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3. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi  

disadvantage poeple. 

4. Menyediakan asuransi sosial ( kesehatan, pendidikan ) bagi 

masyarakat. 

5. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.
23

 

Menurut E.Utrecht, sejak Negara turut serta secara aktif dalam 

pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama 

makin luas. Negara diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan 

kesejahteraan umum, agar dapat menjalankan tugas penyelengggaraan 

kesejahteraan rakyat. Negara. Negara memiliki kewenangan untuk turut 

campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk 

mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga 

Negara.
24

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seseorang 

peneliti untuk mencapai suatu tujuan  cara tersebut di gunakan setelah 

peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian 

berjalan dengan lancar dan memperoleh  hasil  yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode 

tertentu, metode yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Jenis penelitian 

                                                           
23

  
24
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Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penyusunan ini 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian 

yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap 

objek penelitian dengan bahan bahan dari buku maupun  tulisan.
25

 

Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun kelapangan untuk 

memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang 

akan di teliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar 

mendapatkan data yang cukup akurat. Selain itu mengingat penelitian 

ini juga merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang bertujuan 

memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum 

dengan masyarakat dengan faktor faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan hukum tersebut. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian 

deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah 

dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, 

penyusunan, analisis data kenmudian di jelaskan dan selanjutnya di 

berikan penilaian.
26

 Dalam penelitian ini penyusun memaparkan 

tentang pelaksanaan pendampingan desa untuk mewujudkan desa di 

Kecamatan Guluk-Guluk sumenep. Penyusun juga menjelaskan 

pelaksanaan pendampingan desa sesuai dengan peraturan menteri 

desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 

                                                           
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelituian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta), hlm 11 
26

 Riantoadi, Metodologi Penelitian Social dan Hukum, (Jakarta:Gramnit,2004),  hlm. 128 
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Tahun 2015 tentang pelaksanaan pendampingan desa, dan UU No 6 

Tahun 2014 tentang Desa.  

 

3. Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunankan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah 

mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, 

sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada 

mengenai pelaksanaan pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk 

Kabupaten Sumenep.
27

 

4. Bahan dan data 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari 

sumber data penelitian (narasumber)yaitu kepala desa, kepala 

camat dan tokoh masyarakat, pendamping desa, yang sengaja di 

pilih untuk memperoleh data informasi yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.
28

 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi 

kepustakaan,dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam 

                                                           
27

 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 

(Jakarta:Prenada Mediagroup, 2012), hlm 2 
28

 I Made Wirartha, Pedoman Usulan Skripsi Dan Tesis, (Yogyakarta:Andi, 2006), Hlm 

34 
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bentuk jadi.
29

 Data sekunder ini di perlukan untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 

c. Data tersier 

Data tersier pada penelitian ini berupa kamus hukum dan 

eksiklopedi hukum. 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang di 

lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara 

mengamati fenomina suatu masyarakat tertentu dalam waktu 

tertentu pula. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang di 

perlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.Maksud di sini 

penyusun melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan informasi data tentang gambaran pelaksanaan 

pendampingan desa di Kecamatan Guluk-Guluk Sumenep. 

b. Wawancara 

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara. Teknik 

pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian 

dengan mengajukan pertanyaan dan penjelasan pihak yang terkait 

dalam melaksanakan pendampingan desa. Adapun yang akan di 

wawancarakan adalah pihak pendamping desa, kepala desa tiap-

                                                           
29
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tiap desa,tokoh masyarakat, serta berbagai desa di kecamatan 

Guluk-Guluk Sumenep 

c. Dokumentasi  

Langkah terakhir yang digunakan adalah mencari dan 

mengumpulkan data atau variabel dengan cara intervensasi dan 

mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkip, buku-buku 

literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa, majalah, 

Koran dan internet. Metode ini di gunakan pada saat informasi 

yang bersumber dari dokumentasi atau arsip arsip anggota yang 

relevan dengan tujuan penelitian.
30

 

6. Pengolahan dan analisis data 

a. Pengolahan data 

  Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan 

pengelompokkan data untuk dikaji dan diolah kembali dengan 

pengiditan  agar data yang sesuai dengan permasalahan dapat di 

analisis. 

b. Analisis data 

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Analisis 

data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada 

                                                           
30

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative, (Bandung: Raja 

Grafindo Persada, 1994), hlm.12 
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kemudian dianalisa menggunakan Metode kualitatif.
31

 metode 

kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu data yang di lakukan 

oleh responden secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang 

di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh di uraikan dalam 

kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.
32

 Dalam 

analisis kualitatif ini penelitian yang temuannya tidak di peroleh 

melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yanga akan dibahas pada penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara bab satu dengan bab 

yang lainnya. 

Bab pertama, pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini 

sangat penting karena merupakan gambaran awal di mulainya penelitian 

dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan di 

lanjutkan penjabarannya kedalam langakah yang selanjutnya. 

Bab kedua, mengemukakan tinjauan umum tentang dinamika 

pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan di indonesia,arah poliltik 

hukum pemerintahan desa 
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 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembutan Kertas Atau Skripsi Ilmu 

Hukum,(Bandung:Mandar Maju, 1995), hlm.99 
32
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Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang upaya 

mewujudkan kesejateraan desa di kecamatan Guluk-Guluk Sumenep, . 

Diantaranya membahas tentang gambaran umum tentang pendampingan 

desa, pendamping desa di kecamatan guluk-guluk, struktur dan organsisasi 

pendamping desa di kecamatan Guluk-Guluk, gambaran umum tentang 

kecamatan Guluk-Guluk.  

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pelaksanaan 

pendampingan desa di kecamatan Guluk-Guluk sesuai dengan dengan 

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan 

Desa, dan kendala kendala dalam pelaksanaan pendampingan desa. 

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan hasil 

penelitian. seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil 

penelitian yang di peroleh.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan peraturan di atas melalui adanya pendampingan desa 

dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana atau sesuai 

dengan instruksi yang telah ditentukan, dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahan   dalam bekerja dan dapat ketahui juga   apakah bekerja secara 

efektif atau tidak. 

Namun, fakta yang ada dilapangan bahwa keberadaan pelaksanaan 

pendampingan desa maupun pendamping lokal desa belum maksimal dan 

belum sesuai dengan apa yang ada dalam PeraturanMenteriDesa, 

Pembangunan Dan Daerah Tertinggal Dan TransmigrasiNomor 3 Tahun 

2015 tentangPendampingDesa. 

Adapun ketidaksesuaian pendampingan desa dengan peraturan 

Menteri Desa No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa antara lain: 

1. Kurangnya tenaga ahli pendamping desa di  tingkat kecamatan 

namun yang ada hanyalah pendamping lokal desa. 

2. Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu 

dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian 

masyarakat. 

3. Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi 

pelaksanaan program dan kegitan di desa masih kurang 
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4. Kemampuan berkomunikasi dengan baik masih kurang sehingga 

kerjasama  dengan aparat pemerintah desa kurang. 

5. Kurangnya tenaga ahli pendamping desa dalam  memfasilitasi 

perumusan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat 

desa. sehingga  jelas pelaksanaan pendamping desa yang ada di 

KecamatanGuluk-Guluk tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Desa. 

6. Tenaga ahli pendamping desa baik lokal maupun kecamatan belum 

melakukan pendampingan dalam melakukan penyusunan 

rancangan program kerja. 

7. Tenaga pendamping desa kurang profesional dan kurang 

memahami tentang fungsinya sebagai pendamping desa 

Adapun kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendamping 

desa.  

1. Partisipasi masyarakat desa  

Partisipasi masyarakat tergolong kurang dalam hal ini terbukti 

masih ada masyarakat desa yang tidak peduli, lebih sibuk, merasa 

canggung dan tidak berani menyampaikan pendampatnya dalam 

melakukan berbagai usulan secara langsung kepada pemerintah 

desa maupun pendamping desa sehingga proses dalam 

pemberdayaan mewujudkan kesejahteraan desa menjadi terhambat. 

2. Ketersediaan fasilitas 
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Tidak tersedianya fasilitas yang mendukung dalam setiap kegiatan 

rapat desa maupun penyuluhan pertanian, seperti papan tulis, 

komputer maupun lainnya. 

3. Belum ada pendamping desa. 

Belum dibentuk pendamping desa di tingkat kecamatan Guluk-

Guluk sehingga yang berperan aktif hanyalah pendamping lokal 

saja.
1
 Kemudian apabila ada permasalahan dalam mejalankan 

tugasnya sebagai baik itu kelalaian dan segala macamnya maka hal 

itu akan di tindak lanjuti oleh kecamatan untuk di beri peringatan 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penyusun memberikan 

saran kepada pendamping desa di kecamatan maupun pendamping lokal 

desaserta pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

melaksanakan pendampingan desa. 

1. Pendamping Desa maupun Pemerintah  Desa harus memiliki 

ketenagakerjaan yang bersifat profisional dalam melaksanakan 

kenerjanya. 

2. Pendamping Desa maupun pendamping lokal desa dan Pemerintah 

Desa harus memiliki peran dan fungsi dalam mendampingi program 

kelancaran yang telah di susun oleh pemerintah desa baik dalam 

                                                           
1
Wawancara Dengan Dengan Wakil Sekretaris Camat Guluk-Guluk Bapak Abdul Hasan 

Pada Tanggal 18 Juli 2016 
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pembangunan maupun dalam segala hal yang ada di pemerintahan 

desa.serta ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakata desa. 

3. Pendamping Desadan Pemerintah Desa harus mengawal segala hal 

yang di aspirasikan oleh masyarakat dan memiliki tanggungjawab 

yang lebih besar dalam melakukan kinerjanya. 

Sedangkan untuk kendala Pendampingan Desa yang ada di 

Kecamatan Guluk-Guluk belum ada pendamping desa di tingkat kecamatan 

namun, yang ada Pendamping Lokal Desadan tenaga ahli perangkat desa di 

berbagai desa di kecamatan Guluk-Guluk sehingga sangat penting kepada 

pendamping lokal desa untuk pro aktif dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dan memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
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Wawancara Untuk Kepala Desa 

1. Apa visi misi kepala desa? 

2. Apakah di desa ini sudah terdapat pendamping desa ? 

3. Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa? apakah dapat 

membantu kinerja pemerintahan desa? 

4. Bagaimana hubungan dan kerjasama antara pemerintahan desa dengan 

pendamping desa? 

5. Bagaima bentuk kerjasama anatara pemerintah desa dengan pendamping 

desa? apakah melalui jalan voting atau musyawarah musakat? 

6. Apakah keberadaan pendamping desa sudah sesuai dengan peraturan 

menteri desa? 

7. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan pendamping desa? 

8. Apakah keberadaan pendamping desa dapat mewujudkan kesejahteraan 

desa? 

9. Apa peran fungsi pendamping desa ? 

10. Upaya apa yang dilakukan pendamping desa jika terjadi berbagai 

hambatan? 

 

 

 

 



Wawancara Untuk Pendamping Desa 

1. Sebagai pendamping desa apa yang anda ketahui tentang pendamping 

desa? 

2. Apa dasar hukum pelaksanaan pendamping desa dalam melaksanakan 

tugasnya? 

3. Apa tugas dan fungsi pendamping desa? 

4. Bagaimana kinerja pendamping desa? 

5. Apakah pendamping desa selalu melakukan pendampingan terhadap 

pemerintahan desa? 

6. Bagaiaman bentuk, konsep dan metode pelaksanaan pendamping desa? 

7. Bagaiamana caranya untuk mewujudkan desa sejahtera? 

8. Apa program pendamping desa? 

9. Apakah pendamping desa, selalu ikut dalam musyawarah rencana 

pembangaunan desa? 

10. Apa saja hambatan-hambatan pemdaping desa dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya? 

11. Bagaiaman upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan 

pendampingan desa? 

12. Bagaimana peran dan fungsi pendamping desa? 

 

 

 



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat 

1. Apakah anda mengetahui pendamping desa? 

2. Apakaha pendamping desa dan pemerintahan desa sudah melakukan 

sosialisasi tentang pendamping desa? 

3. Apakah keberadaan desa dapat lebih baik dari sebelum adanya 

pendamping desa? 

4. Apakah saudara sudah tahu program pendamping desa? 

5. Apa peran pendamping desa itu? 

6. Apa tanggapan anda terhadap adanya pendamping desa? 

7. Apakah anda tahu tentang metode dan konsep pemdamping desa? 

8. Apakah anda selalu ikut dalam dalam musyawarah perencanaan 

program pemerintahan desa? 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558); 
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 13); 

SALINAN 
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MEMUTUSKAN: 

    
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG 

PENDAMPINGAN DESA.  
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis. 

5. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang 

masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta 
keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok. 

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.  

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.  

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa.  

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan desa. 
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11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan 
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa 
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 
keadilan sosial.  

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.  

14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan 
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 

pengarahan dan fasilitasi Desa. 

15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

16. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan 
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang 

tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. 

17. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  
19. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia. 

 
Pasal 2 

 
Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 
a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa 

dan pembangunan Desa; 
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam 

pembangunan desa yang partisipatif; 

c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor;  dan 
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. 

 
Pasal 3 

 

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi: 
a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk 

memberdayakan dan memperkuat Desa;  
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b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang 
didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan 

kegiatan yang didampingi; dan 
c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan 
masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang 
berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan 

manajemen. 
 

Pasal 4 

 
Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: 

a. tenaga pendamping profesional; 
b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau 
c. pihak ketiga. 

 
Pasal 5 

 
Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 
(a)  terdiri atas: 

a. pendamping Desa; 
b. pendamping Teknis; dan  
c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.  

 
Pasal 6 

 
Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a)  
berkedudukan di kecamatan. 

 
Pasal 7 

 

Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b)  
berkedudukan di kabupaten. 

 
Pasal 8 

 

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf (c) berkedudukan di Pusat dan Provinsi. 

 
Pasal 9 

 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf (b) berkedudukan di Desa. 
 

Pasal 10 
 

(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri dari: 
a. Lembaga Swadaya Masyarakat; 
b. Perguruan Tinggi; 

c. Organisasi Kemasyarakatan; atau 
d. Perusahaan. 

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya 
dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa. 

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB II 
TUGAS PENDAMPING 

 
Bagian Kesatu 

Pendamping Desa 
 

Pasal 11 

 
Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan 
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.  

 
Pasal 12 

 
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi: 
a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial 

dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya 
alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; 

c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga 
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 

d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat 
Desa; 

e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang 
baru;  

f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara 
partisipatif; dan 

g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan 

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

 
Bagian Kedua 

Pendamping Teknis 

 
Pasal 13 

 
Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan sektoral. 

 
Pasal 14 

 

(1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas 
perencanaan Pembangunan Desa. 

(2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan 
koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa. 

(3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait 

pembangunan Desa. 
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Bagian Ketiga 
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat 

 
Pasal 15 

 
Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan 
teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan 

peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. 
 

Pasal 16 

 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga 
Ahli Pemberdayaan Masyarakat. 
 

Pasal 17 
 

(1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 

fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan 

pendampingan masyarakat Desa. 

(2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan 

asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap 

Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dan pihak ketiga. 

(3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal 

melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan 

Desa. 

 

Bagian Keempat 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 
Pasal 18 

 

(1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya 
gotong royong. 

(2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang 

meliputi: 
a. kelompok tani; 

b. kelompok nelayan; 

c. kelompok pengrajin; 

d. kelompok perempuan; 

e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;  

f. kelompok masyarakat miskin; dan 

g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial 

budaya masyarakat Desa.  
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Pasal 19 
 

(1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam 
hal pengorganisasian pembangunan Desa. 

(2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap: 
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan 

lingkungan Desa antara lain: 

1. tambatan perahu;  
2. jalan pemukiman; 

3. jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; 
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; 

5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau 
6. infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

kesehatan antara lain: 
1. air bersih berskala Desa; 

2. sanitasi lingkungan; 
3. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu 

atau bentuk lainnya; dan 

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan yang meliputi: 

1. taman bacaan masyarakat;  
2. pendidikan anak usia dini; 

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai 

kondisi Desa. 

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang 

meliputi: 
1. pasar Desa; 

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 
3. penguatan permodalan BUM Desa; 
4. pembibitan tanaman pangan;  

5. penggilingan padi; 
6. lumbung Desa; 

7. pembukaan lahan pertanian; 
8. pengelolaan usaha hutan Desa; 
9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 

10. kapal penangkap ikan; 
11. gudang pendingin (cold storage); 

12. tempat pelelangan ikan; 
13. tambak garam; 
14. kandang ternak; 

15. instalasi biogas; 
16. mesin pakan ternak; dan 
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi: 
1. penghijauan; 

2. pembuatan terasering; 
3. pemeliharaan hutan bakau; 
4. perlindungan mata air; 

5. pembersihan daerah aliran sungai; 
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6. perlindungan terumbu karang; dan 
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 

 
Bagian Kelima 

Pihak Ketiga 
 

Pasal 20 

 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam 

melaksanakan Pendampingan Desa. 
(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga swadaya 

masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau 
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari 
anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan/atau Desa. 
 

Pasal 21 
 

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus melibatkan 

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama. 
 

Pasal 22 
 

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dapat melibatkan 
tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pembangunan 
Desa.  

 
BAB III 

MANAJEMEN PENDAMPINGAN DESA 

 
Pasal 23 

 
(1) Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli 

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka. 

(2) Rekrutmen dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan ditetapkan 
oleh Menteri. 

 
Pasal 24 

 

Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur 
kualifikasi antara lain: 
a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat; 

b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa; 
c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa; 

d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa 
dalam musyawarah Desa; dan/atau 

e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya 

masyarakat Desa.   
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Pasal 25 
 

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:  
a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan 

program dan kegiatan sektoral; 
b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan  

pengorganisasian masyarakat; 

c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga 
kemasyarakatan; dan/atau 

d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di 

wilayahnya.  
 

Pasal 26 
 

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya 

memenuhi unsur kualifikasi antara lain: 
a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program 

pemberdayaan masyarakat; 
b. peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan  
c. analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat. 

 
Pasal 27 

 

(1) Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. 

(2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan 
secara bertahap. 

 

Pasal 28 
 

(1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan 

masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk 
pelatihan. 

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
kebutuhan. 

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota.  

 
Pasal 29 

 

(1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja. 
(2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

(3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan 
kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan. 

  
Pasal 30 

 

(1) pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan 
masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja. 

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
berjenjang. 
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Pasal 31 
 

Pemerintah Desa mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui 

mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Desa. 

BAB IV 
PENDANAAN 

 

Pasal 32 
 

Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Kabupaten. 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 33 
 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, tenaga Pendamping Profesional yang 
belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi 
profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) masih tetap dapat 

menjalankan tugasnya selama dua (2) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri 
ini mulai berlaku.  

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 34 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

     Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Januari 2015      
 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
           ttd. 

 

 
MARWAN JAFAR 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
                             

 ttd. 
 
 

YASONNA H. LAOLY 

      BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 160 

Salinan sesuai aslinya 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 

Kepala Biro Hukum dan Humas, 
 

 
Fajar Tri Suprapto 
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